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B. Rincian Pembiayaan 

Biaya pelaksanaan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik 

Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 

dialokasikan melalui Dana DIPA APBN Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2021 sebesar Rp 

200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)  per unit.  

RUK disusun oleh penerima bantuan berdasarkan hasil survei dan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Untuk 

mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik, disarankan penerima 

bantuan melakukan dukungan pembiayaan secara swadaya.  

Kegiatan menuju pertanian organik melalui pengembangan unit 

pengolah pupuk organik (UPPO) merupakan kegiatan padat karya 

dimana minimal 30% anggaran untuk pembangunan rumah kompos 

dan kandang komunal dapat digunakan untuk upah tenaga kerja 

dalam bentuk Hari Orang Kerja (HOK). 

Apabila terdapat sisa penggunaan dana yang berasal dari DIPA APBN 

kegiatan UPPO maka sisa dana APBN tersebut harus dikembalikan 

ke kas negara. 

C. Dukungan Pembiayaan Fisik 

Kontribusipenerima bantuan adalah dengan menyediakan lahan 

untuk lokasi kegiatan UPPO (berupa hibah, kas desa, milik kelompok 

tani atau beli), pemeliharaan fisik serta menjamin keberlanjutan 

operasional kegiatan UPPO. Diharapkan penerima bantuan  

mempunyai kebun Hijauan Makan Ternak (HMT) untuk memenuhi 

kebutuhan pakan ternak. 

D. Dukungan Pembiayaan Operasional 

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pupuk menuju pertanian 

organik melalui pengembangan UPPO tahun 2021, diharapkan 

adanya dukungan pendanaan kegiatan UPPO melalui dana APBD 

Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dukungan pendanaan tersebut 

diperlukan untuk melakukan pelatihan, monitoring dan evaluasi 

serta pelaporan. 



























 

 

 

 

KOP SURAT DINAS ..................................... KABUPATEN .............................. 

 

 

 

 

Nomor : ../.../../2021                                                           ........, .................. 2021 

Lampiran : 1 (satu) bendel 

Hal :  Usulan Tim Teknis Kegiatan Pupuk  

  Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan 

   Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2021 

 

Yth. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Direktorat Pupuk dan Pestisida 

di - 

      Tempat 

 

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021, Khususnya yang 

berkaitan dengan Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit 

Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2021. Maka kami mengajukan usulan tim teknis kegiatan 

pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2021 sebagai berikut : 

Usulan nama-nama Tim Teknis : 

 Nama NIP Golongan Jabatan 

1.    Ketua 

2.    Sekertaris 

3.    Anggota 

4.    Anggota 

No.    Anggota 

 

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. 

 

  Mengetahui/menyetujui : 

Kepala Dinas ................. 

Kabupaten ................. 

 

 

...................................... 

NIP: ................................ 

 



 
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI 

CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN  
PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI PENGEMBANGAN  

UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO) TA. 2021 
DI KABUPATEN ........................ 

 
 
Pada hari ini ............. tanggal .............. bulan .............. tahun dua ribu dua 

puluh satu, telah dilakukan verifikasi kelompok penerima bantuan pemerintah 
kegiatan Pupuk Menuju Pertanuian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah 

Pupuk Organik (UPPO) bersumber dari dana APBN Tahun 2021 dengan hasil 
berikut : 

 

1. Nama penerima bantuan : ............................... 

 Alamat : Desa................, Kecamatan................ 

 Nama Ketua : .................... 

2. Nama : .............................. 

 

 

3. 

 

Alamat 

Nama Ketua  

Dst......................... 

: 

: 

Desa .............., Kecamatan ................. 

............................... 

 

Dst........... 

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual dan wawancara langsung dengan 

kelompok tersebut maka kelompok dimaksud dinyatakan Layak dan Memenuhi 
syarat teknis untuk diajukan sebagai kelompok calon penerima bantuan 

pemerintan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bersumber pada dana 
APBN Tahun 2021.   

Demikian Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan kegiatan Unit Pengolah 
Pupuk Organik (UPPO) bersumber pada Dana APBN Tahun 2021 di Kabupaten ..... 
dibuat dan ditandatangani Tim Teknis dan diketahui/disetujui Kepala Dinas ...... 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

     ` ............, ...........  2021 

Tim Teknis Kabupaten........... 

     Tanda-tangan 

1. ..................                   Ketua                       1........................... 

2. ................... Sekretaris                2............................ 

3. ................... Anggota  3.......................... 

4. ................... Anggota                 4............................. 

5. Dst 

  

 
Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Dinas ................ 

Kabupaten ................... 
 

 
 

    ............................. 
NIP: .............................. 

 



 

 

 

 

KOP SURAT DINAS ..................................... KABUPATEN .............................. 

 

 

 

Nomor : ../.../../2021                                                           ........, .................. 2021 

Lampiran : 1 (satu) bendel 

Hal :  Permohonan Bantuan Kegiatan Pupuk  

  Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan 

   Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2021 

 

Yth. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Direktorat Pupuk dan Pestisida 

di - 

      Tempat 

 

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021, Khususnya yang 

berkaitan dengan Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit 

Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2021. Maka kami mengajukan permohonan bantuan 

kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2021 dengan dokumen usulan 

kegiatan meliputi : 

1. Usulan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah, meliputi : 

No. Lokasi Nama Ketua 

1. Desa: .................................... 

Kecamatan: .......................... 

Kabupaten: .......................... 

Kelompok Tani: ...................................... 

Nama Ketua: .......................................... 

Koordinator UPKK: ................................ 
No. Rekening: ......................................... 

Atas Nama: ............................................ 

Bank : ................................................... 

2. Desa: .................................... 

Kecamatan: .......................... 
Kabupaten: .......................... 

Kelompok Tani: ...................................... 

Nama Ketua: .......................................... 
Koordinator UPKK: ................................ 

No. Rekening: ......................................... 

Atas Nama: ............................................ 
Bank : ................................................... 

3. Dan seterusnya Dan seterusnya 

 

2. Proposal kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). 

3. Struktur organisasi penerima bantuan (Unit pengelola keuangan dan kegiatan) 

Dokumen sebagaimana butir 1 s/d 3 terlampir. 

 

 

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. 

 

  Mengetahui/menyetujui : 

Kepala Dinas ................. 

Kabupaten ................. 

 

 

...................................... 

NIP: ................................ 

 



 

RINGKASAN KONTRAK 

 

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian Nomor: SP DIPA - 

018.08.1.633656/2021 tanggal         23 
November 2020  

2. Kode Kegiatan/Output/Akun : 3993.RAG.001.052.A.526312.5030103 
3. Nomor dan Tanggal SPK/  :  ....../UPPO/SPK/PPK/B.5.4/...../2021 

Kontrak  ............... 2021 
 

4. Nama Pelaksana/Penerima : UPKK ................................. 
5. Alamat Pelaksana : Desa .................., Kecamatan ..................., 

Kabupaten .................... 

6. Nilai SPK/Kontrak  : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) 
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Bantuan Pemerintah Pusat Pada Kegiatan 

Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui 
Pengembangan  Unit Pengolah Pupuk Organik 

(UPPO) TA 2021 Jumlah : 1 Unit 
8. Cara Pembayaran : 1. Pembayaran Tahap I sebesar 70% (tujuh 

puluh persen) dari nilai kontrak dengan 
perhitungan sbb.:  

70% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 

140.000.000,-  
2. Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga 

puluh persen) dari nilai kontrak dengan 
perhitungan sbb.:  

30% x Rp. 200.000.000,- =  Rp. 60.000.000,-  
   3. Pembayaran melalui KPPN Jakarta V, Bank: 

..............., rekening nomor:............, atas 
nama: UPKK Kelompok Tani..................... 

9. Jangka Waktu Pelaksana : Sejak ditandatangani kontrak/perjanjian 

kerjasama sampai 31 Desember 2021 
10. Ketentuan Sanksi : Apabila tidak dapat melaksanakan pemanfaatan 

dana Bantuan Pemerintah sebagaimana 
mestinya, maka secara sepihak diputuskan 

hubungan kerjasama dan kontrak kerjasama 
dinyatakan batal demi hukum serta pelaksana 

diwajibkan mempertanggungjawabkan 

penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang 
telah digunakannya 

 
 Jakarta,  ..................... 2021 

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat 
Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida 

 
 

 

H. Muhammad Hatta, S.STP,MM 
NIP. 19810618 200012 1 003 
 



 
 PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN PEMERINTAH 

Nomor : ........................................................... 
 

ANTARA 
 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA 

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  

 
DENGAN 

 
UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)  

(nama poktan)............... 
 

TENTANG 
 

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH  

KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI   
PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)  

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

 
Pada hari ini ................. tanggal ................... bulan ................. tahun dua ribu 

dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

1. Nama : H. Muhammad Hatta, S.STP,MM 

    Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, Satker 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran 

    Alamat : Berkedudukan dan beralamat di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, 

Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
jabatannya serta sah mewakili  Direktorat Pupuk dan Pestisida. 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

 

2. Nama : ................................... 

 NIK : ........................................ 

    Jabatan : Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) ............, 

selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan 
Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit 

Pengolah Pupuk Organik (UPPO), dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Kelompok Tani/Gapoktan ............ 

    Alamat : Desa ...................... Kecamatan ........................ Kabupaten 

..................... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 



Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang 

mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan 

pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan  
Prasarana dan Sarana Pertanian  Berupa Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian 

Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

PASAL 1 

LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN 

 

Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan Bantuan Unit Pengolah Pupuk 
Organik (UPPO) 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 201); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355); 

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4816); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 
Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas 
Pembanmtuan; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga; 

10. Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen 
Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor  56 Tahun 2019 atas 
Perubahan Peraturan menteri Pertanian Nomor 

51/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan 
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian; 

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/KU.010/01/2018 tentang 
Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Prasarana 

dan Sarana Pertanian; 

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.1.633656/2021 
Tanggal 23 November 2020; 



14. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa 

Pengguna Anggaran Nomor 01/Kpts/KU.010/B/KPA/2021 Penunjukan 

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
Pertanian. 

 

PASAL 2 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk : 

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA 
dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis di Kabupaten .................. 

b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana 
Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis. 

c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA. 

 

 

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk: 

a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan 

yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan ............... 

b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan 
................ 

c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan 
pemerintah. 

d. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas 

Negara 

e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana 

bantuan pemerintah. 

 

PASAL 3 

LINGKUP PEKERJAAN  

 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana Bantuan Pemerintah 

berupa uang untuk mendukung Kegiatan  Prasarana dan Sarana Pertanian  
Berupa Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit 

Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan Volume sebesar 1 (satu) Paket sesuai 
dengan Rencana Usulan Kegiatan  (RUK). 

 

PASAL 4 

LOKASI PEKERJAAN 

 



Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu 

berada di Desa .............. Kecamatan ............ Kabupaten ................ Propinsi 

.............. 

 

PASAL 5 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani 

kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal ......... 2021 sampai dengan tanggal 

.............. 2021.  

PASAL 6 

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN  

 

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan 
kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis serta 

dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala 
Dinas. 

2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan : 

a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang 
saksi. 

b. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang ditandatangani oleh Ketua 
Kelompok Tani/Gapoktan ............... 

c. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan. 

d. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana. 

e. Surat penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. 

f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan. 

PASAL 7 

SUMBER DAN JUMLAH DANA 

 

1. Sumber dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah 
berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA : SP DIPA – 

018.08.1.633656/2021 Tanggal 23 November 2020 

2. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah 

sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). 

 

PASAL 8 

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN 

 

1. Pembayaran dana Bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat 
Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 

KEDUA. setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui 



Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang disampaikan kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V Jakarta Selatan dengan cara 

pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank .......... Nomor Rekening : 
...................... atas nama UPKK ................... 

 

2. Cara pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut : 

a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana, yaitu sebesar Rp. 
140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dengan dilampirkan 

perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan 

kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima 
bantuan; 

b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana, yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- 
(Enam puluh juta rupiah) apabila prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 

50%, dengan dilampirkan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 
ditandatangani oleh penerima bantuan dan laporan kemajuan penyelesaian 

pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/Gapoktan 

............... 

3. Pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap I dan Tahap II oleh PIHAK KEDUA 

harus mendapat Persetujuan (Contra Sign) dari Kepala Dinas Pertanian 
Kabupaten ........ atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah 

PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.  

 

PASAL 9 

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE 

 

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu 
keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang 

tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA 
karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya : 

a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah 
longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan 

terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan. 

b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh 
Pemerintah. 

 

c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang 

didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang 
berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. 

2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA 

wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak 
kejadian/peristiwa tersebut. 

 

 

 

 



PASAL 10 

S A N K S I 

 

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan 

Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA 
berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA 

yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum 
dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana 

Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang 

belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

PASAL 11 

PERSELISIHAN 

 

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA 
sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan 

secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. 

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, 
maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini di Pengadilan 

Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

PASAL 12 

LAIN – LAIN 

 

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi 
beban PIHAK KEDUA. 

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih 
dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASAL 13 

P E N U T U P 

 

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh 

kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat 
dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama 

untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

PIHAK KEDUA 

Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan 
.............................. 

 
 

Materai 10000 

 
 

.................................. 
Koordinator 

PIHAK KESATU 

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat 
Pupuk dan Pestisida,  

 
 

 
 

 
H. Muhammad Hatta, S.STP, MM  

NIP. 19810618 200012 1 003 

        
 

     Mengetahui: 

 
 

Kelompok Tani/Gapoktan  
..................................... 

 
 

 
 

 .................................. 

Ketua 

Kepala Dinas .......  
Kabupaten ......... 

   
 

 
 

............................. 

NIP. .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASAL 13 

P E N U T U P 

 

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh 

kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat 
dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama 

untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

PIHAK KEDUA 

Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan 
.............................. 

 
 

 

 
 

 .................................. 
Koordinator 

PIHAK KESATU 

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat 
Pupuk dan Pestisida,  

 
 

Materai 10000 
 

 
H. Muhammad Hatta, S.STP, MM  

NIP. 19810618 200012 1 003   

        
 

     Mengetahui: 

 
 

Kelompok Tani/Gapoktan  
..................................... 

 
 

 
 

 .................................. 

Ketua 

Kepala Dinas .......  
Kabupaten ......... 

   
 

 
 

............................. 

NIP. .................... 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



PASAL 13 

P E N U T U P 

 

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh 

kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat 
dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama 

untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

PIHAK KEDUA 

Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan 
.............................. 

 
 

 

 
 

 .................................. 
Koordinator 

PIHAK KESATU 

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat 
Pupuk dan Pestisida,  

 
 

 
 

 
H. Muhammad Hatta, S.STP, MM  

NIP. 19810618 200012 1 003        

 
        

 
     Mengetahui: 

 
 

Kelompok Tani/Gapoktan  

..................................... 
 

 
 

 
 .................................. 

Ketua 

Kepala Dinas .......  

Kabupaten ......... 
   

 
 

 
............................. 

NIP. .................... 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

RENCANA USULAN KELOMPOK (RUK) 
 

 

Nama Kelompok Tani : ...................................... 
Alamat  :  Desa...................,Kecamatan.................... , 

 Kabupaten.........................., Provinsi ................. 
 

 
Rincian Rencana Usulan Kelompok (RUK) 
 

No. Uraian Kebutuhan 
Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) Jumlah Satuan 

1 Rumah Kompos dan Bak 
Fermentasi 

1 Unit   

2 Kandang Komunal 1 Paket   

3 Ternak Sapi/Kerbau 8 Ekor   

4 Alat Pengolah Pupuk 
Organik (APPO) 

1 Unit   

5 Kendaraan roda tiga 1 Unit   

JUMLAH   

(Dua ratus juta rupiah) 

 

 
……, …… ………2021 

Ketua Kelompok Tani 

..................... 
 

 

 

.................................. 

 

 
 

Mengetahui, 
Kepala Dinas............................   Tim Teknis Kabupaten................ 

Kabupaten ............................... 
 

 
 

..............................   ............................... 
NIP......................................   NIP....................... 



KELOMPOK ............................. 

“ ...................................” 

Desa ..................., Kecamatan ............................  
Kabupaten ................., Provinsi ...................... 

 
 

SURAT  PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Ketua Kelompok Tani : ........................................ 

Kelompok Tani  : ....................................... 

Desa   : ....................................... 

Kecamatan   : ...................................... 

Kabupaten   : ....................................... 

Provinsi   :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Direktorat Pupuk dan 
Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 

Anggaran 2021 akan digunakan sesuai Rencana Usulan Kelompok (RUK); 

2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pembuatan Unit Pengolah 

Pupuk Organik (UPPO) sesuai ketentuan dan sanggup mengembalikan 
dana bantuan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan 
peruntukannya.  

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

 

 

                                                                          ................., ................... 2021 

 

Mengetahui: 

Kepala Dinas ................... 

Kabupaten ................... 

 

 

 

 

................................. 

NIP: ...................................... 

 

Kelompok ....................  

 

 
             Materai 10.000 

 

 

................................. 

Ketua 

  

 



 
BERITA ACARA PEMBAYARAN 

Nomor :  ....../UPPO/BAP/PPK/B.5.4/....../2021 
 

 
Pada hari ini ............. tanggal .............. bulan .............. tahun dua ribu dua 

puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

1. H. Muhammad Hatta, S.STP,MM 

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2021 yang berkedudukan di Jalan Harsono 
RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

 

2. ..................................... (Nama Koordinator  UPKK) 

Koordinator UPKK Kelompok Tani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  

Kelompok  Tani  ...................  yang  berkedudukan di Desa, Kecamatan
 .......................................... .............., Kabupaten ..............................,Provinsi, 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

Berdasarkan      Surat       Perjanjian       Kerjasama      Swakelola      Nomor    : 
....................................,  tanggal  .....................  2021,  maka  PIHAK PERTAMA 
membayar kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran 

tahap-I dari PIHAK PERTAMA sebesar : Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh 
juta rupiah) 

Pembayaran  dimaksud  melalui  pemindah  bukuan  (transfer) yang ditujukan 
kepada rekening PIHAK KEDUA, sebagai berikut: 

Nama Bank : .................................................... 

Nomor Rekening : ................................................... 

Atas Nama : ................................................... 

Alamat : ...................................................  

 

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah 
pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

                                                  

 

PIHAK KEDUA, 

 

 

 

.......................... 

 

Jakarta,  ....................  2021 

PIHAK KESATU, 

 

 

 

            H. Muhammad Hatta, S.STP, MM  

NIP. 19810618 200012 1 003    

 

 

 



BERITA ACARA PEMBAYARAN 
Nomor :  ....../UPPO/BAP/PPK/B.5.4/....../2021 

 
 

Pada hari ini ............. tanggal .............. bulan .............. tahun dua ribu dua 
puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

1. H. Muhammad Hatta, S.STP, MM 

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2020 yang berkedudukan di Jalan Harsono 

RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

 

2.  ..................................... (Nama Ketua Kelompok Tani) 

Ketua Kelompok Tani ......... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Kelompok  Tani  ...................  yang  berkedudukan di Desa, Kecamatan

 .......................................... .............., Kabupaten ..............................,Provinsi, 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

Berdasarkan      Surat       Perjanjian       Kerjasama      Swakelola      Nomor    : 

....................................,  tanggal  .....................  2021,  maka  PIHAK PERTAMA 
membayar kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran 
tahap-II dari PIHAK PERTAMA sebesar : Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta juta 

rupiah) 

Pembayaran dimaksud melalui pemindah bukuan (transfer) yang ditujukan kepada 

rekening PIHAK KEDUA, sebagai berikut: 

Nama Bank : .................................................... 

Nomor Rekening : ................................................... 

Atas Nama : ................................................... 

Alamat : ...................................................  

 

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah 

pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

                                                  

 

PIHAK KEDUA, 

 

 

 

.......................... 
 

Jakarta,  ....................  2021 

PIHAK KESATU, 

 

 

 

H. Muhammad Hatta, S.STP, MM  
NIP. 19810618 200012 1 003    

  

 



 
 
Kelompok Tani..................................................................... 
Desa......................................, Kecamatan.......................... 
Kabupaten............................, Provinsi................................. 
 

No. ......................................................................................... 

 

TA : 2021 
Nomor Bukti :  

Mata Anggaran  : 3993.RAG.001.052.A.526312.5030103 

 

 
 

 

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN 
 

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Satker 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Jumlah Uang : Rp. 140.000.000,- 

Terbilang : ===  Seratus empat puluh juta Rupiah  === 

Untuk Pembayaran : Tahap I Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 

Anggaran 2021, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 
........................Tanggal............... 

 

 
 

 

Mengetahui, 

Ketua Tim Teknis 
 

 

 
 

 

......................................... 
NIP. …………………….. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

....................,    ..................... 2021 

 

UPKKK…………… 

 
 

Materai 10.000 

 
 

 

..................................... 
Koordinator 

   
 

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenan 
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat  

Pembuat  Komitmen Direktorat  Pupuk dan  

Pestisida 

 

 

 

 
H. Muhammad Hatta, S.STP,MM 

NIP. 19810618 200012 1 003 

 

 

 

 



 
Kelompok Tani..................................................................... 

Desa......................................, Kecamatan........................... 

Kabupaten............................, Provinsi................................. 
 

No. ......................................................................................... 

 

TA : 2021 
Nomor Bukti :  

Mata Anggaran  : 3993.RAG.001.052.A.526312.5030103 

 
 

 

 
 

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN 

 
Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Satker 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Jumlah Uang : Rp. 60.000.000,- 

Terbilang : ===  Eenam puluh juta Rupiah  === 

Untuk Pembayaran : Tahap II Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 

Anggaran 2021, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 

........................Tanggal............... 

 

 

 

 
 

Mengetahui, 

Ketua Tim Teknis 
 

 

 
 

 

......................................... 

NIP. …………………….. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

....................,    ..................... 2021 
 

UPKKK…………… 

 
 

Materai 10.000 
 

 
 

......................................... 

Koordinator 

   
 

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenan 

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat  
Pembuat  Komitmen Direktorat  Pupuk dan  

Pestisida 

 

 
 

 

 
H. Muhammad Hatta, S.STP,MM 

NIP. 19810618 200012 1 003 

 

 



 

KELOMPOK ............................. 

“ ...................................” 

Desa ..................., Kecamatan ............................  
Kabupaten ................., Provinsi ...................... 

 
        

    ............, ................. 2021  
Nomor  :  .............      

Lampiran :  1 (satu) berkas 
Perihal  :  Permohonan Pencairan Dana Tahap I 

 
 

 
Yang terhormat : 

Pejabat Pembuat Komitmen  

Direktorat Pupuk dan Pestisida 

Jalan Harsono RM No. 3,   

Ragunan Jakarta Selatan 
 
 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Penyaluran Bantuan 

Pemerintah untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui 

Pengembangan  Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2021 

Nomor : ............................. tanggal ................... 2021, dengan ini kami 

mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Tahap I (70%) sebesar : 
Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) 

Pembayaran mohon ditransfer melalui rekening kami pada:  

Nama Bank : ............................ 

Nomor Rekening : ........................... 

Atas Nama : ........................... 

Alamat : Desa.............,Kecamatan............., Kabupaten, 

Provinsi................. 

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima 
kasih. 

 

 

Mengetahui: 

Kepala Dinas .......  
Kabupaten ......... 

 
 

 

.................................. 
NIP.  

 

 UPKK………………………. 
 

 
 

 

............................. 
Koordinator 

 
 

 
 
 

 
 



 

KELOMPOK ............................. 

“ ...................................” 

Desa ..................., Kecamatan ............................  
Kabupaten ................., Provinsi ...................... 

 
        

    ............, ................. 2021  
Nomor  :  .............      

Lampiran :  1 (satu) berkas 
Perihal  :  Permohonan Pencairan Dana Tahap II 

 
 

 
Yang terhormat : 

Pejabat Pembuat Komitmen  

Direktorat Pupuk dan Pestisida 

Jalan Harsono RM No. 3,   

Ragunan Jakarta Selatan 
 
 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Penyaluran Bantuan 

Pemerintah untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui 

Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2021 

Nomor : ............................. tanggal ................... 2021, dengan ini kami 

mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Tahap II (30%) sebesar : 
Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) 

Pembayaran mohon ditransfer melalui rekening kami pada:  

Nama Bank : ............................ 

Nomor Rekening : ........................... 

Atas Nama : UPKK ........................... 

Alamat : Desa.............,Kecamatan............., Kabupaten, 

Provinsi................. 

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima 
kasih. 
 

 

Mengetahui: 
Kepala Dinas .......  

Kabupaten ......... 
 
 

 
.................................. 

NIP.  

 
 UPKK………………………. 

 
 

 
 

............................. 

Koordinator 

 

 



KELOMPOK ............................. 

“ ...................................” 

Desa ..................., Kecamatan ............................  
Kabupaten ................., Provinsi ...................... 

 

 

SURAT  PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini :  

Nama : ........................ 

Jabatan : Ketua Kelompok Tani/Gapoktan ........ 

Alamat : Desa ............., Kecamatan .........., Kabupaten ............ 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya : 

1. Dengan penuh rasa tanggungjawab, kami siap menerima Bantuan 

Pemerintah berupa Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta 

rupiah) untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah 

Pupuk Organik (UPPO).  

2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan 

penggunaan dana kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai 

dengan ketentuan yang mengakibatkan  kerugian Negara maka saya 

bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud dengan menyetor ke Kas 

Negara. 

3. Untuk itu kami bersedia bertanggungjawab secara Hukum apabila kami 

tidak sanggup melaksanakan pada diktum nomor 1 dan 2.   

 

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat dengan 

sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

............ 2021 
 

Mengetahui, 
Kepala Dinas ............. 
Kabupaten ......... 

 
 

 
 

 
............................... 
NIP. ......................... 

 
Kelompok Tani ..................... 
 

 
Materai Rp. 10.000,- 

 
 

 
....................... 
Ketua 

 



KELOMPOK ............................. 

“ ...................................” 

Desa ..................., Kecamatan ............................  
Kabupaten ................., Provinsi ...................... 

 

 

SURAT  PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

Nama : ........................ 
Jabatan : Koordinator UPKK........ 
Alamat : Desa ............., Kecamatan .........., Kabupaten ........... 

Nama Bantuan : .............................................................  berdasarkan Surat 
Keputusan  Nomor ......  dan Perjanjian Kerja Sama Nomor   

...... mendapatkan Bantuan Pemerintah ...... sebesar 

..................... 

 
Dengan ini menyatakan bahwa  : 
1. Sampai dengan bulan  .................. telah menerima pencairan Tahap Ke - 

.................... dengan nilai nominal sebesar Rp...................................... 
(…..), dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 

a. Jumlah total dana yang telah diterima :  Rp...................(.....)  
b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan :  Rp................   (.....)  

c. Jumlah total sisa dana                                   : Rp...................(.....)   
2.  Persentase jumlah dana bantuan operasional ..................... yang telah 

digunakan adalah sebesar .........................(......)   

3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas 
kepada yang berhak menerima. 

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang 
telah dilaksanakan. 

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran 
oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. 

6. Apabila di kemudian hari , pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan 

kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian 
negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .  

         
............ 2021 
 

Mengetahui, 
Kepala Dinas ............. 

Kabupaten ......... 
 

 
 
 

 
............................... 

NIP. ......................... 

 
UPKK ..................... 

 
 

Materai Rp. 10.000,- 
 
 

 
....................... 

Koordinator 
 

Lampiran 12 



KELOMPOK ............................. 

“ ...................................” 

Desa ..................., Kecamatan............................ 
Kabupaten .................,Provinsi ...................... 

 
 
 
 

SURAT PENUGASAN 

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK) 
PADA KELOMPOK TANI.............................(nama  penerima bantuan) 

 

Nomor : ........................... 
 

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan 

kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah dari lingkup 
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 

2021, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengelola Keuangan 

dan Kegiatan (UPKK) pada .....(nama penerima bantuan) 
 

Mengingat  : Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 

 

Dengan ini menugaskan kepada : 
1. ...................................,  Sebagai Koordinator UPKK 

2. ...................................,  Sebagai Anggota UPKK 

3. ...................................., Sebagai Anggota UPKK 
Dst....... 

 

Untuk : 
1. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) 

Poktan/Gapoktan................ 

2. Melakukan Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK 

3. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat 
seluruh pengeluaran dana serta  menyimpan seluruh bukti 

pengeluaran/penggunaan dana bantuan pemerintah 

4. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan secara berkala kepada PPK 
5. Menyetor sisa dana bantuan pemerintah ke kas negara apabila terdapat sisa 

penggunaan dana 

6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan Unit Pengolah 
Pupuk Organik (UPPO) sumber dana bantuan pemerintah setelah pembayaran 

selesai 100 %. 

 
 

 

 

        Ditetapkan di : ............ 
        Tgl : ................... 

 

    
     Mengetahui,  

     Tim Teknis              Kelompok Tani/Gapoktan 

 
 

 

    ...........................      ............................ 
    Ketua       Ketua 

 



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH 

 

PEKERJAAN 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL 

PEKERJAAN  (BAPHP) BANTUAN 

PEMERINTAH 

Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO)  
TA. 2021 

Nomor      : .......................................... 
Tanggal    : .......................................... 

Padahari ini .............. tanggal ................. bulan .......... tahun dua ribu dua puluh satu 

kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

Nama : ................... 

Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian 

Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 

Tahun Anggaran 2020 Kabupaten/Kota……………….. 
Alamat : …………………………………….,  

 Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang Memeriksa 
Hasil Pekerjaan Paket Bantuan Pemerintah. 

  

Nama : ……………………………………… 

NIK : ………………………………………..  

Jabatan : Ketua KelompokTani/gapoktan ……………….Selaku Penerima Bantuan 

Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui 

Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)Tahun Anggaran 2021 
Alamat : Desa………………..,Kecamatan………………….., Kabupaten 

……………………,untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau 
yang Melaksanakan Pekerjaan Paket Bantuan Pemerintah. 

 
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan paket bantuan 

pemerintah dengan baik berupa:  
 

No. JenisPekerjaan RencanaUsulanKerja Realisasi Keterangan 

Volume Biaya 

(Rp.) 

Volume Biaya 

(Rp.) 

% 

        

        

        

        

        

 

Selanjutnya PIHAK KEDUA melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan 

kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU telah memeriksa hasil pekerjaan 

dari PIHAK KEDUA atas paket bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju 

Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 

dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap. 

 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani 

oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

PIHAK KESATU 
Yang Memeriksa, 

 

 
 

............................ 
Ketua Tim Teknis 

 
 

 
 

 
, 
 

PIHAK KEDUA 
Yang Melaksanakan, 

 

 
 

…………………………………………….. 
Ketua  

Mengetahui 
Kelapa Dinas………………. 

 
 

 

 
…………………………………… 

NIP. ……………………………………. 



BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN HASIL PEKERJAAN 

 

PEKERJAAN 
BERITA ACARA SERAH TERIMA 

PENGELOLAAN HASIL PEKERJAAN 

(BASTPHP) 

Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)  
TA. 2021 

Nomor      : .......................................... 
Tanggal    : .......................................... 

Padahariini .............. tanggal ................. bulan .......... tahun dua ribu dua puluh 

satu kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

Nama : ................... 

Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian 
Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 

Tahun Anggaran 2021 Kabupaten/Kota……………….. 
Alamat : …………………………………….,  

 Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang 

Menyerahkan Paket Bantuan Pemerintah. 
  

Nama : ……………………………………… 
NIK : ………………………………………..  

Jabatan : Ketua Kelompok Tani/gapoktan ……………….Selaku Penerima Bantuan 
Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui 

Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)Tahun Anggaran 

2020. 
Alamat : Desa………………..,Kecamatan………………….., Kabupaten 

……………………,untuk selanjutnya disebu tsebagai PIHAK KEDUA atau 
yang Menerima Paket Bantuan Pemerintah. 

 
Dengan ini menyatakan sebagai bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan paket 

bantuan pemerintah dengan baik berupa:  
 

No. Jenis Pekerjaan Rencana 

UsulanKerja 

Realisasi Keterangan 

Volume Biaya 
(Rp.) 

Volume Biaya 
(Rp.) 

% 

        

        

        

        

        

 
1. Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan sepenuhnya Bantuan Pemeritah 

kepada PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta 

menyatakan sanggup melakukan mengelolaan paket bantuan tersebut. 

2. Apabila setelah Berita Acara Serah Terima Barang terdapat penyimpangan dan 

penyalahgunaan kegiatan di lapangan, PIHAK KEDUA bersedia 

mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan Paket 

Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah piha dengan 

sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
PIHAK KESATU 

   Yang Menyerahkan, 
 

 
 

............................ 
Ketua Tim Teknis 

 

 
 

 
 
, 
 

PIHAK KEDUA 
Yang Menerima, 

 

 
 

…………………………………………….. 
Ketua  

Mengetahui 

KelapaDinas………………. 
 

 
 

…………………………………… 
NIP. ……………………………………. 
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